
c. bahwa ... 

a. bahwa Pemberian Insentif Pajak Daerah Terhadap Pajak 

Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan 

Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019 telah 

diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 101 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021, namun 

dalam perkembangannya kondisi pandemi Corona Virus 

Disease 2019 belum mereda sehingga sebagai upaya 

pemulihan kondisi ekonomi akibat dampak pandemi, 

perlu dilakukan perpanjangan pelaksanaan pemberian 

insentif, untuk itu Peraturan Wali Kota termaksud perlu 

diubah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf e 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah, 

W ali Kota dapat mengurangi ketetapan pajak terutang 

berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 

wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak; 

WALi KOTA BANDUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

WALi KOTA BANDUNG 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN WALi KOTA BANDUNG 

NOMOR 29 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALi KOTA BANDUNG NOMOR 34 

TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH TERHADAP 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMULIHAN 

DAMPAK EKONOMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 

SALIN AN 



4. Undang-Undang ... 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang 

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 

Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Vims Disease 

2019; 
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ten tang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 
Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah 
Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka 
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10. Peraturan ... 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

6. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6487); 

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam 

Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 34); 

3 



Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung 
Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Pajak 
Daerah Terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka 
Pemulihan Dampak Ekonomi Corona Virus Disease 2019 

(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 34) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota 
Bandung Nomor 101 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 34 Tahun 2021 

tentang Pemberian lnsentif Pajak Daerah Terhadap Pajak 
Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pemulihan Dampak 
Ekonomi Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota 
Bandung Tahun 2021 Nomor 101), diubah sebagai berikut: 

Ketentuan ... 

DALAM RANGKA PEMULIHAN DAMPAK EKONOMI CORONA 

VIRUS DISEASE 2019. 

TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAE RAH 
PAJAK INSENTIF TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN 

: PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALi KOTA BANDUNG NOMOR 34 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

ten tang Percepa tan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung 
Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 

Nomor 06); 
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Pasal ... 

3. Ketentuan Pasal 5 dihapus. 

Pasal 3 
(1) Pemberian pembebasan PBB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, diberikan secara otomatis melalui 
sistem pada Bapenda. 

(2) Terhadap objek pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diterbitkan SPPT PBB. 

(3) Dihapus. 
(4) Dihapus. 
(5) Dihapus. 
(6) Dihapus. 
(7) Dihapus. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan 
ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal2 
(1) Pembebasan PBB diberikan atas objek pajak yang 

berada dalam wilayah Daerah Kota Bandung. 
(2) Pembebasan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari PBB 
yang seharusnya terutang. 

(3) Pembebasan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki 
objek pajak dengan nilai ketetapan PBB sampai 
dengan Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 
diberikan kepada objek PBB dengan Jenis 
Penggunaan Bangunan (JPB) Perumahan/Rumah. 

(4) Terhadap tunggakan PBB terutang sampai dengan 
tahun pajak 2019 sebelum berlakunya Peraturan 
Wali Kota ini, tetap harus dibayar dan dilakukan 
tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Dihapus. 
(6) Dihapus. 

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, Pasal 5 dan Pasal 6 
dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 
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Penata Tingkat I 
NIP.19760604 200604 1 002 

SH 

Salinan sesuai dengan aslinya 
P ,- -- AGIAN HUKUM 

PADA SE RAH KOTA BANDUNG, 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 29 

TTD. 

EMA SUMARNA 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 23 Maret 2022 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 23 Maret 2022 
Plt. WALi KOTA BANDUNG, 

TTD. 

YANA MULYANA 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

memerintahkan 
mi dengan 

orang mengetahuinya, 
Peraturan Wali Kota 

Agar setiap 
pengundangan 

Pasal II 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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